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TENTANG

PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

:a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan
Tanggal 21 Februari 2024 merekomendasikan
pembentukan Panitia Khusus untuk melaksanakan
pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2023;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan ketentuan Pasal 77 dan Pasal
78 Peraturan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun
2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pacitan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD
Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2021, maka perlu
membentuk Panitia Khusus dengan menetapkannya
dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pacitan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata
Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



Memperhatikan :

Menetapkan,
KESATU

2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor 01 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor 01
Tahun 2021 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pacitan.

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 21 Februari
2024;

2. Surat Fraksi Partai Demokrat tertanggal 15 Maret
2024, Nomor : 001/FPD-DPRD/PCT/III/2024, perihal
Usulan Calon Anggota Pansus;

3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya tertanggal 15
Maret 2024, Nomor : 01/FPG/III/2024 perihal Usulan
Calon Anggota Pansus;

4. Surat Fraksi PDI Perjuangan tertanggal 15 Maret 2024,
Nomor : 03/F.PDI-P/III/2024, perihal Usulan Calon
Anggota Pansus;

5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tertanggal 15
Maret 2024, Nomor : 003/F-PKB/NU-03/III/2024,
perihal Usulan Calon Anggota Pansus;

6. Surat Fraksi Gabungan Gerakan Keadilan
Pembangunan tertanggal 15 Maret 2024, Nomor
05/F.GAB-GKP/III/2024, perihal Usulan Calon
Anggota Pansus;

7. Surat Fraksi Gabungan Hanura Nasdem tertanggal 15

Maret 2024, Nomor : 01/F.GAB.HANURA-
NASDEM/III/2024, perihal Usulan Calon Anggota
Pansus;

8. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pacitan pada tanggal 18 Maret 2024.
Dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus.

MEMUTUSKAN :

: Membentuk 4 (Empat) Panitia Khusus Pembahas Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun
Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam
lampiran Keputusan ini;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Masing-masing Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU diberikan mandat penuh dan mempunyai
tugas :

a. Membahas materi LKPJ Bupati Pacitan Tahun Anggaran

2023 sesuai dengan pembagian bidang materi masing-
masing;

. Menyusun Catatan Strategis atas LKPJ Tahun 2023

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU;

. Melaksanakan koordinasi / konsultasi dengan instansi

terkait dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan, dan
komponen masyarakat Kabupaten Pacitan sesuai
kebutuhan;

. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam Rapat

Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pacitan;

: Biaya pelaksanaan tugas Panitia Khusus dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun Anggaran 2024;

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 18 Maret 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth: 1. Pimpinan DPRD Kab. Pacitan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.




PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN
KABUPATEN PACITAN

NOMOR 100.3.3/02/KPTS/DPRD /2024

TANGGAL 18 - 03 - 2024

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LKPJ
BUPATI PACITAN TAHUN ANGGARAN 2023

I. PANITIA KHUSUS XXXI MEMBAHAS BIDANG PEMERINTAHAN

NO NAMA JABATAN FRAKSI
HERU SETYANTO KETUA PDI-PERJUANGAN

2. | ARIF SETIA BUDI, S.Sos, MPA. | WAKIL KETUA | PARTAI DEMOKRAT

3. | BAMBANG MARGONO, S.Sos. SEKRETARIS | GABUNGAN GERAKAN
KEADILAN
PEMBANGUNAN

4. | WAHIDIN ANGGOTA | PARTAI DEMOKRAT

5. | GIMAT ANGGOTA | PARTAI DEMOKRAT

6. | SRI WIDOWATI ANGGOTA | PARTAI GOLKAR

7. | BAMBANG SUSENO, A.Ma. Pd. ANGGOTA | PARTAI GOLKAR

8. | ARIFIN, S.E ANGGOTA | PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA

9. | SRI RETNO MULYANTI , S.Pd. ANGGOTA | GABUNGAN HANURA
NASDEM

II.

PANITIA KHUSUS XXXII MEMBAHAS BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO

NAMA

JABATAN

FRAKSI

RUDI HANDOKO, S.sos, M.M.

KETUA

PARTAI DEMOKRAT

HERIYANTO, S.Pd.

WAKIL KETUA

PDI-PERJUANGAN

SUTIKNO

SEKRETARIS

GABUNGAN HANURA
NASDEM

4. | JOKO SUSILO HADI, S.H. ANGGOTA PARTAI DEMOKRAT

5. | BOIMIN, S.Pd. ANGGOTA PARTAI DEMOKRAT

6. | LANCUR SUSANTO, S.Sos. ANGGOTA PARTAI GOLKAR

7. | SUNARKO, S.T. ANGGOTA PARTAI GOLKAR

8. | ADI SUBROTO, S.Pd, M.Pd. ANGGOTA PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA

9. | AGUS SETIYANTO, S.Sos. ANGGOTA GABUNGAN GERAKAN
KEADILAN
PEMBANGUNAN

10. | HANDAYA AJI ANGGOTA GABUNGAN GERAKAN

KEADILAN
PEMBANGUNAN




III.

PANITIA KHUSUS XXXIII
KEUANGAN

MEMBAHAS BIDANG EKONOMI

DAN

NO NAMA JABATAN FRAKSI
1. | ANUNG DWI RISTANTO, S.H, KETUA PARTAI DEMOKRAT
M.M.
2. | WAHYU PUJIONO, S.E. WAKIL PARTAI KEBANGKITAN
KETUA BANGSA

3. | BAMBANG SETIYABUDI, A.Md. | SEKRETARIS | GABUNGAN HANURA
NASDEM

4. | TRIYANI, S.Sos. ANGGOTA | PARTAI DEMOKRAT

5. | TITIK ERNAWATI, S.IP. ANGGOTA | PARTAI DEMOKRAT

6. | TRI SANTOSA ANGGOTA | PARTAI GOLKAR

7. | PRISKA SUSILOWATI, S.Pd. ANGGOTA | PARTAI GOLKAR

8. | SURADJI, S.Pd.I. ANGGOTA | PDI-PERJUANGAN

9. | RIRIN SUBIANTI, S.Pd. ANGGOTA | GABUNGAN GERAKAN
KEADILAN
PEMBANGUNAN

IV. PANITIA KHUSUS XXXIV MEMBAHAS BIDANG PEMBANGUNAN

NO NAMA JABATAN FRAKSI

1. | PUJO SETYOHADI, S.Pt. KETUA PARTAI DEMOKRAT

2. | WIDADI WAKIL PDI-PERJUANGAN

KETUA

3. | HARIAWAN, S.T. SEKRETARIS | GABUNGAN HANURA
NASDEM

4. | SUPRIHATI WINARCAHYANI ANGGOTA | PARTAI DEMOKRAT

5. | HERU PUSPO HANDOYO ANGGOTA | PARTAI DEMOKRAT

6. | TUMARDI ANGGOTA | PARTAI DEMOKRAT

7. | BUDI SARWONO ANGGOTA | PARTAI GOLKAR

8. | WAHYU AGUS SURYANTO, S.H. ANGGOTA | PARTAI GOLKAR

9. | MELIA WINDIYANA, S.Kom. ANGGOTA | PDI-PERJUANGAN

10. | RIDWAN PURNOMO AJI, S.T. ANGGOTA | PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA

11. | SAMSURI, S.H. ANGGOTA | GABUNGAN GERAKAN
KEADILAN
PEMBANGUNAN

12. | SEDIONO, S.Sos. ANGGOTA | GABUNGAN GERAKAN
KEADILAN
PEMBANGUNAN

13. | RUDI HARTOYO, S.E. ANGGOTA | GABUNGAN HANURA
NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




